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TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE-Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare rencana akan 

mengeksekusi terdakwa kasus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2011-2013, Andi Besse 

Dewagong. Hal ini disampaikan, Kajari Parepare, Andi Darmawansah. 

“Salinan putusan kasasinya sudah ada. Rencana secepatnya kita eksekusi. Senin saya ada giat 

lanjut besoknya dan setelah itu baru kita eksekusi,” jelasnya, Kamis (13/12/2018). 

Andi menuturkan, berdasarkan salinan putusan dari Mahkamah Agung, Andi Besse 

Dewagong divonis dengan hukuman penjara 4 tahun. 

“Vonis kasasinya 4 tahun atau lebih tinggi dari vonis sebelumnya yang hanya 1 tahun,” kata 

Andi. 

Dalam kasus ini sendiri, Andi Besse ditempatkan di kursi pesakitan karena dugaan 

penyelewengan dana yang mencapai Rp300 juta saat dirinya menjabat Plt. Kadis Kesehatan. 

Andi Besse saat ini menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Parepare. Dalam kasus ini sendiri tiga orang ditetapkan terdakwa dan dua diantaranya, Emmy dan 

Hasnawati menjalani vonis awal dan tidak mengajukan kasasi. 
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Catatan: 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

1. Pasal 244, menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum 

dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap 

putusan bebas. 

2. Pasal 247 ayat (4), menyatakan bahwa permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. 

3. Pasal 270, menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan 

kepadanya. 
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